
BUPATI BARRO 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAlil BUPATI BARRU 
l'fOMOR 17 TAHUl'f 2016 

TEl'fTAl'fG 

PELAKSl'_ll!A.'Lll! H..A-1>.I BEBAS KEl'IDARAAl'f BERMOTOR (CAR TREE DAY) 

DEl'IGAl'f RAHMAT TUHAl'f YAl'fG MAHA ESA 

BUPATI BARRU, 

Menim.bang : a. bahwa seeuar dengan f'era.turan Pemennt.ah RL Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Pencegahan Pencemaran Udara serta 
sebagai salah eatu upaya untuk menyediakan ruang publik 

bagi masyarakat m a k a diperlukan kawasan yang nyaman, 

sehat dan bebas dari kendaraan bennotor; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day); 

M.,nglnpt 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembara.n Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4235); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5025); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepubUk 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3853); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nornor 8 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dae rah 

Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 

2008 Nomor 29, Tamba.han Lembaran Daerah Kabupaten 

Barru Nomor 6); 

J 



/, 

MEKUTUBKAN : 

ilene<apkan: PERATURAN BUPATI BARRU 'f·ElfTANO PELAKSAIIAAN HARi 
BEBAS KEll'DARAAJI BERMOTOR (CAR FREE DA1). 

BABI 

KETEIITUA!f UIIUM 

Pa-11 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 
2. Pemcr intal r Deea-ah tu.lalttiJ Pemerintah Kabupaten Bw-ru. 

3. Bupati adalah Bupati Barru. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Barru. 

5. lnstansi VertikaJ adalah lnstansi Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten Barru. 

6. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, 

adalah Badan Usaha Milik Negara yang ada di Barru. 
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan 

BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Barru. 

8. Pedagang Kalci Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, 

adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan 

sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan 
prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan 
bangunan milik Pemerintah clan/ a tau swasta yang bersifat 

sementara/tidak menetap. 

9. Kegiatan Penting adalah Kegiatan Protokoler Kenegaraan atau 

kegiatan yang berkaitan dengan adat budaya yang secara rutin 

dilakukan. 

10. Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 

disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Barru. 

BAli iI 

IIAKSUD DAii TUJUA!f 

Pa-12 

(1) Mak.sud ditetapkarmya Pcraturan Bupati 1Ill adalah untuk 



memberikan arah kebijakan pelaksanaan hari bebas kendaraan 

bennotor (Car Free Day} di Daerah agar berja1an 1ancar, terpadu 

dan berhasil dalam upaya menciptakan ruang publik bagi 
masyarake t. 

(2) Tujuan ditetapka.nnya Peraturan Bupati ini adalah untuk 

memberikan pedoman bagi SKPD, Instansi Vertikal, 

BUMN/BUMD, dunia usaha khususnya PKL, masyarakat dan 
pemangku kepentingan lain d.alarn pelaksanaan hari bebas 

kendaraan bermotor (Car Free Day), meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

RABID 
RUANO LIJIIGKUP 

Plual 3 

Ruang lingkup Perntura.n Bupctl ini adnla.h: 

a. penetapan waktu dan kawasan; 

L. �1nba�w.1 zona kc:�iatan, 

c. pengisi kegiatan dan jadwal kegiatan; 

d. kewajiban dan larangan; 
e. retribusi dan biaya sewa tern pat; 
f. parkir pengunjung; 

g. pembiayaan; dan 
h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

BAB IV 
PElfETAPAJII WAKTU DAJII KAWASAJII 

Plual 4 

!!! Waktu pelnksanean hari bebae kendaraan bermotor (Car Free 

Day) adalah setiap hari Minggu pada pukul 06.00 WlTA sampai 

<lc:,1t5,tu:i. pukul 10.00 WITA. 

(2) Kawasan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free 

Day) adalah : 
a. Alun- alun Kola Barru; dan 

b. Jalan Sultan Hasanuddin mulai dari lampu merah lasinri 

hingga lampu merah tugu payung sebagairnana terdapat 

pada lampiran Peta Peraturan Bupati ini. 

i 
...................................... _ .. _ - _ -····················-·····-·········- 



PualS 

Dikecttalikan dari ketentuan sebagaimaria climaksud dalam Pasal 4, 

apabila ada kegiatan pen ting yang tidak bisa dipindahkan dan/ atau 

Jitunda. 

BABV 

PEMBAGlAJI ZONA KEGIATAN 

PasaJ 6 

Untuk tertibnya kegiatan dalam pelaksanaan hari bebas 

kendaraan bermotor (Car Free Day) dan memudahkan 

pengunjung, dilakukan pembagian zonasr kegiatan sebagai 

berikut: 
a. zona tengah, yaitu kawasan dalam alun-alun kota digunakan 

untuk kegiatan senam aerobic yang pelaksanaannya dibatasi 

sampai dengan pukul 07.00 Wita serta kegiatan olah raga 

ringan dan kegiatan rekreatif lainnya setelah kegiatan senam 

selesai dengan memanfaatkan lokasi yang ada; 
b. zona utara, yaitu kawasan digunakan untuk kegiatan 

penyuluhan / sosialisasi / promosi / pelayanan dan program- 

program Pemerintah Daerah dan swasta (SKPD, BUMN dan 
BUMD); 

c. zona timur, yaitu kawasan sebelah timur alun-alun digunakan 
untuk aktivitas pedagang kaki lima (PKL) non makanan; dan 

d. zona barat, yaitu kawasan sebelah barat alun-alun digunakan 

sebagai tern pat jogging. 

BABVI 

PENGISI KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN 

Paaal 7 

(1} Pet1gi-siat1 kegiatan dalarn pelaksanaan hari bebas kendaraan 

bennotor (Car Free Day) pada hakekatnya bertujuan untuk 
menjadi daya tarik pengtanjurig, ajang dan unjuk kebolehan 

kreativitas, promosi dan pemberian layanan serta perdagangan. 

(2) Pengisi kegiatan untuk pelaksanaan hari bebas kendaraan 

bennotor (Car Free Day) adalah SKPD, BUMN, BUMD, lembaga 

pendidikan, sanggar tari dan kesenian, komunitas seni dan 

olah raga, dunia usaha dan PKL. 
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(3) SKPD dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas 

kendaraan bermotor (Car Free Day) yang disesuaikan dengan 
eventSKPD. 

(4) Linras sektor-, organieaei profeei dan orgarriseei masyarakM 

dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas 

kcndaraan bcrmotor- {Car Free Day) yang discsuaikan dcngarr 
kegiatan lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi 
masyarakat. 

(5) Dunia usaha dapat menjadi sponsor pada pelaksanaan hari 

bebas kendaraan bennotor (Car Free Day) dengan mengajukan 
ijin tertulis ke Penyelenggara Hari Bebas kendaraan bennotor (Car 
Free Day). 

{Fi}, ladwal kegiatan disusun setiap tebun oleh �KPD Penyelenggara 
Hari Bebas Kendara.an Bermotor yaitu Dinas Perhubungan, 
Kormrnikaai dan Informatika sebagai Koordii..ator pelakaana 
kegiatan Harl Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day). 

(7) Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bennotor (Car Free Day) 

tidak diperbolehkan untuk kepentingan politis. 

Pasa18 

lJntuk menyemarakknn ecera, dapat dilekukan kegiatan hibtu-an 
yang bersifat insidentil yang dikoordinasikan oleh Dinas 
Pariwisal&, Pemuda dan Olahraga. 

BABVII 

KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

Pasal 9 

Pengisi kegiatan wajib: 

a. menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat, 
bergizi dan halal; 

b. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan 
c. menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang 

dipersyaratkan. 



.. 

PaMl 10 

Pengisi kegiatan dtlarang: 
a. merokok, berjualan maupun promosi rokok; 

b. melakukan kegiatan politik: praktis; dan 

c. melakukan kegiatan yang melanggar norma-nonna umum, 

mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. 

BABVIIl 

RETRIBUSI DA1' BIAVA SEWA TEIIPAT 

PaMl 11 

(!) Bupati memberikan pembebasan terhadep pengutan pajak 

daerah, retribusi daerah dan sewa tempat terkait dengan 

keg,iaU::U1 pelctk:sa11aHJ1. Hari Be bas Kendareocu Bc:11uulur (Car Free 

Day) 

(2) Pedagang kaki lima (PKL) dapat berjualan pada lokasi yang telah 

ditetapkan oleh penyelenggara Hari Bebas Kendaraan Bermotor 

(Car Free Day). 

(3) Pedage ng kAl<i 11mR �hRe:RimRnA yang dimaksud pada ayat (?) 

bertanggungjawab atas sa.mpah yang clihasilkan. 

PaMl 12 

[L] Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas untuk pengisi 

kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan 

sukses dan Iancar. 

(2) l"asilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petugas 

kebersihan, petugas keamanan, petugas kesehatan, aliran 
listrik, penyediaan bak sampah, air bersih, maupun sarana 

prasarana lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

BABIX 

PARKIR PENGUNJUNG 

PaMl 13 

(1) Pemerintah lJaerah menyediakan lokasi parkir bagi 

pengunjung pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car 

Free Day). 



(2) Lokasi parkir pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
meliputi: 

I. JI. Abdul Muis; 

2. Halaman SKPD di Jl. HM. Saleh Lawa 

Pual 14 

(I) Untuk keamanan dan ketertiban pengunjung, Pemerintah 

Daerah menyiapkan petugas parkir. 

(2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
memungut uang park:ir kepada pengunjung. 

BABX 

PEIIBIAYAAN 

Pual 15 

( 1 J Bia ya pengkoordinasian dan pelaksanaan hari be bas kendaraan 

bermotor (Car Free Day) dibebankan pada APBD dan sumber 

lain yang sah dan tidak mengikat. 

(2) Biaya pengisian kegiatan oleh SKPD dibebankan pada 
kegiatan SKPD yang bersangkutan. 

Pual 16 

Dalam mendukung kcgiatan pclaksanaan hari bebas kcndaraan 

bermotor (Car Free Day), SKPD dapat membebankan pada APBD 

melal ui program <lan kegii,:I.U:Ul di SKPD 11uu:sing- masu 1g. 

BAB XI 

PEMANTAU,Uf, EVAT.UASI DAN PELAPORAN 

Pual 17 

( 1 J Evaluasi dan peiaporan pelaksanaan hari be bas kendaraan 

bermotor (Car Pree Day) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

(2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, penyelenggara 

kegiatan dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan 
pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) 

kepada Bupati. 



BABXII 

KETENTUAN PENUTUP 

Paaal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berteku pada tanggal dhmdangkan. 

Agar setiap 

pengundangan 

orang mengetahuinya, memerintahk.an 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalarn Berita Daerah Kabupaten Barru. 

Ditetapkan di Barru 

pada tan 

,AJUPATVBJLRR 

Diundangkan di Barru 
Pada tanggal 14, April 2016 

SEKRETARIS DAERAH KAB.BARRU 

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB 

SERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016 NOMOR 17 

2016 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI 

NOMOR 17 TPtt\JN :201� 

TANGGAL 
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